TFm l!mmm Alumni Lemhannas Ri

Pengantam

cbagai suatu tradisi dalam
rang-kca merayakan Hari

Ulareg Tahun, Ikatan Alum-
rriLemharz nnas (IKAL) selalu me-
lakukan kegiatan kajian untuk
rmembahas rmasalah stratejik yang
bselingkup nasional. Pada kesem-
rsaan mermraperingati Ulang Tahun
kee31 yang jatuh pada tanggal 17
Muret 2009, dan juga sebagai
bentk kegpedulian TKAL kepada

rmusalah pelik yang saart ini diha-

o

dapi oleh bangsa Indonesia, maka TKAL

menyelenggarakan suatu kegiaran Semi-

nar yang kali ini mengambil tema tentang

Dampak Krisis Global terhadap Indone-

Sid.

Krisis Fkonomi Global

Krisis global dipicu oleh krisis financial

yang terjadi di Amerika Serikat yang ber-

kaitan dengan kredit perumahan yang
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Tantangan Ekonomi . -

Stimulys fiskal sifatnya hanya me-
mitigasi dampak krisis sehingga tidak
dapar diandalkan: untuk ‘menangkal
oelombano kerisis. Keridak leluasam
smmulus ﬁsixal disebqbl{au oleh. ter-
bqtqsnya penerimaan negara dan ca-
dangan devisa. nasional. Komplikasi

dari defisic fiskal. ridak hanya meng-

oancwu stabiliras moneter tetapi juga
menrrgmogoti cadangan devisa nasio-
nal dan fiscal sustainability -terhadap
pertumbuhan ckonomi jangka mene-
ngah panjang. Ruang manuver stimu-
lus, fiskal ~maldn terbatas oleh ama-
nat konmtusx yang menetapkan ang-
gaman pendidilan sebesar 20%. Untuk
mencapai porsi tersebut, anggaran
pendidikan pada APBN harus ditam-
bah sebesar Rp. 46,1 wiliun sching-
ga meningkatkan defisit sebesar Rp.
20,2 wuiliun. Dalam kondisi seperti
ini, tidak rertutup kemungkinan In-
donesm akan mengalami percumbuh-
an ckonomi yang sangat rendah, bah-
kan kontraksi, sampal perekonomi-
an dunia berhasil bersama-sama ke-

luar dart krisis.

Cadangan devisa rasional rentan ter-
hadap aliran modal keluar (capital
flow), dan pelarian modal (capital
flight). Risiko capital flight yang di-
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hadapi Indonesia éinggi karena tahun
2009 ini adalah tahun Pemilu yang
rawan terjadi instabilitas sosial, po-
litik, dan keamanan. Kerawanan so-
sial dan keamanan juga ‘datang dari
meluasnya PHK dan kemiskinan.
Sampai saat-ini upaya memperkuat
posisi cadangan devisa rerus dilaku-
kan namun tidak mudah dan sangat
mahal. Sumber devisa yang murah dan
masih terbuka lebar bagi Indonesia
adalah fasilitas yang disediakan oleh
IMF dengan suku bunga sekirar 3-
5%. Sebagai anggota, Indonesia ber-
kewajiban untuk ikur berkontribusi
dalam pengumpulan dana (polling
Sfund) IME Dengan demikian Indo-
nesta dapat memanfaatkan fasilitas
yang tersedia di Jembaga tersebut ber-
dasarkan kuora.

Perbankan nasional terus menghadapi
tekanan sejak krisis ekonomi global "
mencuat pada kuartal terakhir rahun
lalu. Deleveraging, credit crunch dan
repatriasi USD ke negara asal meng-
akibatkan perbankan nasional sulic
memperoleh fasilitas pinjaman dari
pasar uang internasional. Pengetatan
pemberian kredit membuat bank ti-
dak berfungsi sebagai karalisator pe-
mulihan ekonomi Inl kan memper-
dalam kelesuan ckonomi. Pada gilir-

annya perckonomian yang lebih pa-
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1l semakin mempersulit bank me-

“ngucurkan '};ﬁﬁedit.zi{a;fena isiko kre-
. dir macet. 'yahg'meninokat Berbagai -
1{eb1}akan moneter dan perbankan fe-
-~ lah ditempuh untuk:memulihkan .
* . fungsi bank. sebagai lembaga inter-
" mediasi. Namun sepan}amg kegiatan:
'sektor "nil te;.ap lambag; sulit bagi -

bank:menyalurkan kredic ‘dan.me-
nanggung risiko kredit macer. Kon-
disiindustri perbankan saat ini masih
bisa bertahan terhadap dilema ini
MNamun, seiring dengan berlanjuinya
kelesuan, :daya tahan induseri per-
banlkan secara pasti akan terus tergerus
sehingga cepat atau lambat krisis per-

bankan ralk terhindarkan.

KTT G-20 di London pada tanggal
2 April 2009 akan membahas 4 (em-
pat) agenda. Agenda periama adalah
masalah stimulus fiscal. Mempertim-
bangkan kondisi fiskal yang masih
lemah, maka Indonesia sebaiknya
sepaham dengan Uni Eropa dan Chi-
na yang berpendapat bahwa stimu-
lus fiskal hendaknya sesuai dengan ke-
mampuan masing-masing negara.
Agenda kedua adalah regulasi dan su-
pervisi yang lebih ketat terhadap sek-
tor keuangan. Dalam menghadapi isu
ini sebaiknya Indonesia mengambil
posisi yang sama dengan AS yang

mezﬁgmgmkan rﬁgulam dan supervisi
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disesuaikan dengan kondisi dan ka-

rakrer ‘sektor keuangan masing-ma-.. .

sipg negara. 'ﬁﬁmda-kﬁz’ga adalah

reformasi IMF yang mencakup dua
isu besar yaitu peningkatan dana yang

aikclola, oleh IMF dan reformasi IME o
Dalam -hal ini. sebaiknya Indonesia_-"-_:_ =

mangambil posisi untuk mendukung
usulan ‘bahwa penambahan dana di-
kaitkan dengan sistim kuota. Sean- .
dainya penambahan dana dikaitkan

dengan kuota tdak berhasil diperju- -
angkan, maka posisi Indonesia seba-

ifenya dialihkan untuk mendultung

ysulan bahwa penambahan dana di-

pedakukan sebagai pinjaman. Menge-

nai reformasi IME Indonesia diha-

rapkan berada pada posisi mendukung

upaya mengurangl dominasi voring
power yang dimiliki AS. Agenda ke

ermpat adalah isu mengenai protek-

sionisme di mana Indonesia sebagai

anggota (3-20, sebaiknya mengambil

posisi menentang segala bentuk pro-

teksionisme di bidang perdagangan

barang dan jasa serta di sektor ke-

uangan dan_permodalan.

Tantangan Politik dan
Pemerintahan

Terpelibaranya stabilitas merupakan

tanggung jawab semua lerbaga negara.
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Namun dﬁrmklan keselumhannya ber- -
- muara pada Presiden’ sebagaz Kepala'_

- Pemermtahan Tugas daﬁ tanggung ja-

wab tersebut past; tidak sederhana,
_apalatﬂ ch saat—saar yang bersamaan

-'-kut segaia hnuk pikuknya Dlperlu-'f--
'kan situasi. tenang agar program-pro-
gram, pemermtah dapat dijalankan -'

dengan baik. Pada saat yang sama,
Presiden sangat perlu memenangkan
kepercayaan publik, bahwa ia benar-
benar memiliki-kemampuan untuk
mengarasi situasi dan memegang ken-
dali penuh atas kabinet yang dipim-
pinnya. Presiden dan pemerintah yang
dipimpinnya hanya mungkin dapat
melaksanakan banyak program yang
telah diletakkan apabila ada stabilitas,
termasuk dan terutama dalam tubuh
kabinet. Adalah penting, bahwa untuk
memenangkan hat dan pikiran publik,
Presiden menunjukkan bahwa kabi-
netnya solid. Hanya dalam kabinet
yang solid dapar dirintis stabilicas pe-
merintahan, dan hanya dengan peme-
rintahan yang stabil dapat ditampil-
kan kebijakan yang konsisten.

Disamping itu, perlu pula diperte-
gas bahwa para pemimpin rakyat —
baik partai politik maupun sekror non
formal lainnya — juga harus ikut ber-
tanggung jawab, Setidaknya, mereka
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_dapaf fniemb:mfu. ikut m;:mbcr_i_:f ?QQ— -
“jelasan yang menenangkan keadaan,

dan tidak j justru memanaskannya T+
}uannya, semata-mata untuk belsa-.
ma-sama memehhara agar. smuas;.

-~ tidak memanas, dan pada saat yang
-sama ‘dapat selalu ‘menjaga sema_ngat_

kebersamaan dalam kehldupan bang— -

'sa. Harus direkankan kepada para elic.

pimpinan, bahwa kegagalan dalam
menghadapi kesulitan ini akan men-
datangkan tantangan lain, yaita me-
luasnya apatisme dikalangan masya-
rakat, dan meluasnya Golput. Proses
demokrasi yang dibangun selama ini
menjadi sangat mahal, dan bukan
tidak mungkin akan menampilkan lagi
tuntutan tentang perlunya penataan
kembali sistern penyelenggaraan Pe-
merintahan Negara melalui amande-

men UUD 1945.

Penegakan Hukum & Ketertiban Ma-
syarakat menjadi penting untuk men-
dukung upaya penanggulangan kiisis.
Meluasnya PHK yang membawa aki-
bat bertambah besarnya jumlah peng-
angguran, turunnya daya beli dan an-
caman meningkatnya angka kemis-
kinan, bilamana tidak memperolch
pemecahan dalam kerangka waku
tertentu, hampir dapat dipastikan
akan melahirkan masalah sosial yang
lebih tuas. Melebarnya kesenjangan
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- sosxai }uga memcrlu}can kewaspada~.-r
- an, karena pada. tmgkat tertentu hal
- tersebut menampﬁkan poten51 mun—.'-_
.'culnya kerusuhan sosml Kita memi-
» ._fhkx pengalaman yang: menyedihkan:._'_
---f'.dalam hal yang terakhir ini, mengi-
o ngat akxbat yang. ditimbulkan bukan

B sekedar kerugxan ckonemx—ﬁnansml

:'yang besar, tetapi’ juga renggangnya _
amplﬂ—sxmpui perekar: persatuan dan
kesatuan bangsa. Tindakan pengaman-

an terutama dalam pengeloiaan pro-
gram-program untuk ‘menghadapi

dan memulihkan akibat krisis, dan

penegakan hukum terhadap ganggu--
an dan penyimpangan atau penyele-

wengan program harus dilakukan de-
ngan tegas dan tdak diskriminatif.
Ditengah penilaian tentang semakin
memprihatinkannya profesionalisme
dan citra institusi serta aparat pene-
gak hukum, tampilnya sebuah poli-
tik hukum yang lebih jelas untuk
menegakkan hukum secara tegas dan
tidak diskriminatif, merupakan tan-
tangan yang besar.

Jaminan Keamanan Nasional di per-
oleh melalui keberadaan suatu renca-
na kontdnjensi (conzingency plan) yang
memuat langkah-langkah pencegah-
an maupun penindakan apabila timbul
gejolak yang dinilai dapat memba-
hayakan keamanan nasional. Untuk

"-.11:11, harus dapat di—iciennﬁkam c‘kc:--':_--'
rawanan krms (crztzml wfnﬂaézl;@:)___'_-i
-yang berpmenm menjadi penyebabfz--*-:: >
_gangguan ‘Kemudian disusun | “kebu-
tuhan kritis” (mtzazl rfquzremmt) yang .o
hams dzsediakan Sclaﬁ]umya harus -
dapat ditentukan | kemampuan kritig?
_'(m:tzml mpabzlz{y) Yaitu. kcmampu—
‘an yang “harus” dimiliki oleh bangsa
Indonesia untuk mevngjudkan jamin-
an keamanan nasional tersebut. Se-
cara umum, kemampuan: kritis di-

maksud adalah ditegakkannya pilar-:

pilar ‘Politik,” Ekonomi dan Miliver.
Selanjutnya, diperlukan adanya “cri-
sis center’ yang berfungsi sebagai pusat
pengendali seluruh kegiatan yang ber-
kaitan dengan penyelenggaraan ren-
cana kontinjensi di atas. Semua it
dalam upaya terwujudnya daya tangkal
dan rencana akst (deterrent and ac-
tion plan) untuk menjaga dan melin-
dungi kepentingan nasional yang
mencakup kepentingan keamanan
(nasional) dan kepentingan kesejah-
teraan (nasional). Dalam perkembang-
annya, kini keamanan nasional cen-
derung terbagi menjadi keamanan
negara (state security) dan keamanan
manusia (human security).

Pertahanan Negara mempersyaratkan
tegaknya pilar militer. Untuk imu, per-
lu dikaji kesiapan TINI saat ini da-

o ._ _12_5.-__ =1
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lam mengemban tugas Negara. Ada

bebcrapa hal yang perlu’ mendapat-

kan- perhauan kira: bersama: tentang
TINI yaitu: Pfrrczma, ‘dalam' suasana;

_ _hajat demokrasi-saar ini maka “ne-
tralitas” TNT men}adi bagian‘dari‘hi-
rukapzkuknya Pemilui Inerik ‘politile
untuk: msmggoyahkan netralitas TNT'

berlangsung secara {casat mata, Hal
ini bila tidak ditangani secara benar,
akan ‘dapar#menurunkan soliditas
TN Kedua, dalam tatanan priori-
taspembiayaan belanja negara; telah

berlangsung bertahun-tahun dimana’

anggaran - TNI :mendapatkan porsi
yang jauh dari memadai. Hal “ini
tidak hanya berdampak kepada pem-
bangunan kekuatan TNI dan gelarnya,
namun yang lebih penting adalah ter-
sendatnya upaya pembinaan profesio-
nalisme prajurit TNI, yang pada gi-
lirannya akan melemahkan jiwa na-
sionalisme dan ‘semangat bela nega-
ra.* Ketiga, rendahnya kemampuan
TNI semakin membuka peluang ter-
jadinya kegiatan pelanggaran wilayah
yurisdiksi nasional maupun kegiat-
an-kegiatan pencurian sumber daya
kelautan dan pembalakan huran.

Saran IKAL

IKAL maupun seluruh bangsa Indo-

JURNAL CSICI - Vol VIMEI.—}UI\H“ZGO9 - Nd.'--29.

nesia mengharapkan bahwa langlah-

langkah antisipatif yang telah dilaku--
Lan-oleh Pemerintah RI akan berha—'

sil'meredam gejoiak Lrisis global mau-
pun dampaknya terhadap pf:rekono—- :
mian-Indonesia:: Namun dermkian,-

. men Cﬁimati perkem Dangan suuasz

nasional maupun global akhir-akhir
ini, TKAL -bérpéndap_ét :bahwa':-p;éﬂﬁ'
disiapkan langkah-langkah tambahan
sebagai antisipasi sekiranya langkah-
langkah terdahulu ridak dapat mem-
berikan hasil sebagaimana diharapkan.

Langkah tambahan tersebut menca-
kup aspek ekonomi serta aspek ' po—
litik dan pemerintahan. -

Aspek Ekonomi

Pertama, langkah penyelamaran per-
bankan perlu sedini mungkin disi-
apkan, dengan mengambil pelajaran
dari pengalaman menangani krisis
perbankan Indonesia pada tahun
1997/1998. Stress Tést terhadap per-
bankan perlu dilakukan sedini
mungkin sebelum krisis terjadi. Hasil
test kemudian dijadikan dasar uneuk
menentukan langkah-langkah penye-
lamatan seawal mungkin. Kiranya
pﬁriu diingat bahwa para penentu kem
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~ perbankan tahun 1997/1998 ternya-
it rerus. d;hadapk'm kep’tcia masalah 5
Z huk.um atas l\eﬁbsqhzm Leput usﬂﬂ Y"‘»ﬁ‘T ..
e di&lnbil Oieh ka ena it RUU tena.;

Lor Keuang» o

. ___.gg_tija__li_}fSc

an :-;gis:s-;q yang antara

- rikan imunitas hukum kep’ld’{ pcncn—-f.'

| w 1<:cb1}akcni pcxlu segc a disahkan

Kedzm, pemmuan bcsan ya stimulus
ESI«:’LI I’nrus dilakukan ‘secart terukur
dengan mempmhmkm mm’zmn remz
fiscal. :zzsmz;mé:z[zzy dem; menjaga ke-
pentingan generasi ymg alcan. d'uano"
Pengeiuaran dalam rangka stimulus
fiskal. harus. dliaiu_ukfm dengan efek-
tif, efisien dan menunjang .pening-
katan produktiviras perekonomian
nasional.. Kebijakan yang bersifac
populis harus dihindari karena sifae-
aya manipulatf yang akan mengu-
rangi confidence.

Ketiga, Stress Test perlu difakukan ter-
hadap kecukupan cadangan devisa
menghadapi situast yang tidak me-
nentyu ini. Setelah diketahul magni-
tude devisa yang dibutuhkan, Peme-
rintah .perlu bekerja keras mencari
sumber dana yang tersedia, termasuk
IME Mengenai kebijalan moneter se-
baiknya lebih diarahkan untuk men-
jaga interest rale d{ﬁ%’em‘i&zl yang cu-
kup menarik untuk menghambat alir-

ﬂﬂmOd'{l kél_ua_x".'r_‘:Dcnggﬁ 'demﬂdaﬁ _
t{igas 'menggcr:'i lkan kégiétah ekono- -
“mi:ebih duumpuk'm kepqdq kebi-

:11{&11 smmulus ﬁsk’li

. .-'_f{c’empﬂz, umui{ mehndungl pzodui{w _
pmduk dqhm ncgcn lebily Lep'lt di-
-:lﬂ.kukan deng'm memngkqtkqn efisi-
Censt pere clonomian nasional ‘agar ba-

rang-barang produksi dalam negeri

: icbi_h murah dan berdaya saing ting-

gi. Ekonomi biaya tinggi harus di-
pangkas -agar diperoleh:daya saing
vang ‘benar-benar otentik. -

Kelima, Indonesia sedini mungkin
harus menyusun Exit Strategy, terma-
sulc timpe-fraine, atas semua kebijakan
penanggulangan krisis agar pelaku-
pelaku ekonomi cosnfidence terhadap
keberlangsungan ckonomi Indonesia
dalam jangka menengah panjang.

Aspek Politik dan

Pemerintahan

Pertama, aparat penegak hukum sudah
waktunya menampilkan cioa moral
budaya yang lebih profesional, agar
dapat dicegah lahirnya aksi hakim ja-
lanan yang bereskalasi berupa tindak
teror. Harus dicegah pemanfaatan pe-
luang rtatkala politik sedang udak

127




. __._:;_1'2;'8' o

- --‘s'téiﬁ.ﬂ ‘agar Denégakan hukum mén—
' Jadi NOLOoL penggerak proses demo-

. krat15a31

Kedm dafam hal menjaoa sohduas...

'Kabmet, Presn:ieﬂ perlu dengan tegas

: -menekankan kepada paxa Mem:eri agar

'menmgkatkan koordinasi ‘antar De-
partemennya, terutama untuk hal-hal
yang terkait dengan upaya penang-
gulangan krisis saat ini. :Disamping
itu, untuk menjaga ketenangan ma-
syarakat luas, maka Presiden, selaku
Kepala Negara, perlu memanggil,
mengajak bicara, dan minta para elit
pimpinan partai politik untuk ber-
sama-sama memberi pemahaman
kepada rakyat tentang berbagai ke-
sulitan serta langkah-langkah yang te-
lah dan masih perlu diambil untuk
menghadapinya. Secara terbuka Pre-
siden dapat meminta para Pemim-
pin Parpol untuk mengajak jajaran
partal masing-masing, agar bersikap
menahan diri atau menggunakan se-
cara terukur berbagai kesulitan yang
timbul akibat krisis sebagai isu da-
lam kampanye pilleg dan pilpres.

Ketiga, TNI harus diupayakan untuk
tetap solid dan ridak terjebak pada
intrik politik dan minimnya anggar-
an yang tersedia.
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Demikianlah --bebérapa surn'bangan
pemikiran IKAL berkaitan dengan
krisis yang melanda Indonesia s”aat"iiii,
yang disampaikan dengan ha:apan
agar bangsa Indonesia, terutama para -
~ pemimpinnya; harus waspada dan

tanggap terhadap perubahan paradig-
ma yang sedang berlangsung, dengan
menciptakan kemampuan membuat
“scenario building” agar tidak men-
jadi bangsa yang terringgal. Di sam-
ping itu, bangsa Indonesia seluruh-
nya harus berubah dan berhenti dari
cuforia reformasi yang kebablasan
serta tetap menjaga citra budaya bang-
sa yang sesuai dengan harkat dan
martabat nilai-nilai luhur. |

Sumbang pikir ini merupakan ben-
tuk kepedulian IKAL terhadap kon-
disi bangsa dan Negara serta sebagai
wujud jatidiri IKAL sebagai wadah
para alumni Lemhannas yang meng-
ikat komitmen untuk senantiasa
mendharmabaktikan kemampuan
olah pikitnya demi kejayaan bangsa

dan negara tercinta.

Semoga apa yang disampaikan TKAL
dapat memberikan kontribusi rerha-
dap upaya perumusan kebijakan Pe-
merintah dalam menanggulangi krisis
yang sedang berlangsung Ul




